








A. Tinjauan tentang hubnngan ketenagakerjaan 
 Pengusaha  dan  pekerja  memililki  hubungan  yang  disebut  dengan 
hubungan  kerja.  Hubungan  kerja  adalah suatu hubungan hukum yang dilakukan 
oleh minimal dua subyek hukum menegenai suatu pekerjaan. Subjek hukum yang 
melakukan hubungan kerja adalah pengusaha atau pemberi kerja dengan pekerja 
atau buruh.7 Pasal  1 angka 14 Undang-undang  Nomor  13  Tahun 2003  tentang  
ketenagakerjaan  menjabarkan  pengertian  lain  mengenai  perjanjian  kerja, 
perjanjian  kerja adalah  perjanjian  antara  pekerja/buruh  dengan  pengusaha  atau 
pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. 
 unsur-unsur perjanjian kerja tyang menjadi dasar hukum ketenagakerjaan 
sesuai dengan ketentuan diatas adalah:8 
1. adanya pekrjaan  
adanya pekerjaan yaitu pekerjaan yang sesuai dengan kesepakatan antara 
buruh dn majikan, asalkan tidak bertenangan dengan peraturan perundang-
undangan, kesusilaan dan ketertiban umum 
2. dibawah perintah/gezag ver houding  
dalam hubungan kerja kedudukan majikan adalah pemberi kerja, sehingga 
berkewajiban untuk memberi perintah-perintah-perintah yang sesuai denga 
                                                          
       7 Asri Wijayanti, S.H,M.H, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformas, Sinar grafika, hal  
36 
       8 Ibid hal 36 
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pekerjaannya. kedudukan buruh sebagai penerima perintah untuk 
melaksanakan pekerjaan 
3. adanya upah tertentu?loan 
upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam 
bentuk uang  sebagai imbalan dari pengusaha untuk pemeberi kerja kepada 
ekerja atau buruh yang dibayarkan menurut kesepakatan atau peraturan 
perundang=undangan 
4. waktu (tidj) yang ditentukan 
waktu yang ditentukan adalah buruh bekerja pada waktu yang tidak tertentu 
atau selama lamanya  
1. Pihak-pihak dalam hubungan ketenagakerjaan 
1.1 Pekerja 
 Buruh  merupakan  istilah  yang  digunakan  sejak  zaman  penjajahan 
Belanda sebelum digunakannya istilah pekerja. Pada  zaman  penjajahan  belanda  
yang  dimaksud  dengan  buruh adalah pekerja kasar seperti kuli, tukang, mandor 
yang melakukan pekerjaan  kasar,  orang-orang  ini  disebut  dengan  “Blue  
Collar”.Sedangkan pekerja di kantor pemerintahan maupun  swasta disebut sebagai  
“karyawan/pegawai”  (white  collar).  “Pembedaan  tersebut membawa konsekuensi  
pada  perbedaan  perlakuan  dan  hak-hak tersebut  oleh  pemerintah  belanda  tidak  
terlepas  dari  upaya  untuk memecah  belah  orang  pribumi.   
 Setelah  Indonesia  merdeka  tidak lagi  mengenal  perbedaan  antara  buruh  
halus  dan  buruh  kasar, semua orang yang bekerja disektor swasta baik pada orang 
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maupun badan hukum disebut buruh. Namun lebih tepat jika disebut sebagai 
pekerja sesuai dengan penjelasan Pasal 2 UUD 1945”.9 Pengertian pekerja pada 
Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun  2003  tentang  Ketenagkerjaan  
yakni  “Pekerja/buruh  adalah  setiap orang  yang  bekerja  dengan  menerima  upah  
atau  imbalan  dalam  bentuk lain.”Selain itu pekerja/buruh dapat diartikan sebagai 
berikut.10 
1. Bekerja pada atau untuk majikan/perusahaan; 
2. Imbalan kerjanya dibayar oleh majikan/perusahaan; 
3. Secara  resmi/terang-terangan  dan  kontinu  mengadakan hubungan  kerja  
dengan  majikan/perusahaan,  baik  untuk waktu yang tertentu maupun 
untuk jangka waktu yang tidak tertentu lamanya. 
1.2 Perusahaan 
 Istilah  perusahaan  tidak  dapat  terlepas  dari  pengusaha  maupun pemberi 
kerja. Perusahaan merupakan bentuk badan hukum yang didirikan oleh  pengusaha, 
sedangkan  pemberi  kerja  adalah  pengusaha/perusahaan yang  menyediakan  lahan  
pekerjaan  bagi  pekerja  dengan  memberikan upah/gaji.  Pengertian pengusaha 
menurut  Pasal  1 angka 5  Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tetang 
ketenagakerjaan adalah : 
1. Orang  perseorangan,  persekutuan,  atau  badan  hukum  yang menjalankan 
suatu perusahaan milik sendiri; 
                                                          
       9 Lalu Husni, 2008, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan (edisi reisi). Rajawali Pers, hal 45 
       10 A. Ridwan Halim, 1983,  Hukum Perburuhan dalam Tanya Jawab, Ghalia Indonesia,  
Jakarta. hal 11 
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2. Orang  perseorangan,  persekutuan,  atau  badan  hukum  yang  secara berdiri 
sendiri menjalankan perusahaan bukan milikya; 
3. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum  yang berada  di  
Indonesia  mewakili  perusahaan  sebagaimana  dimaksud  dalam angka 1,2 
yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. 
 Undang-undang  tersebut  juga  menyebutkan  mengenai  pengertian 
pemberi  kerja  yakni  orang  perseorangan,  pengusaha,  badan  hukum  atau badan-
badan lainnya  yang mempekerjakan tenaga kerja degan membayar upah  atau  
imbalan  dalam  bentuk  lain. 
2. Dasar hubungan ketenagakerjaan 
1.1 perjanjian kerja 
 perjanian kerja datur dalam bab IX Undang-undang ketenagakerjaan dalam 
dalam pasal angka 14 bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau 
buruh dengan pengusaha atau pember kerja yang memuat syarat-syarat hak dan 
kewajiban para pihak.11 Perjanjian kerja dibuat atas dasar :12 
1. kesepakatan kedua belah pihak; 
2. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; 
3. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan 
4. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, 
kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku. 
                                                          
       11 F.X. Djumialdji S.H., M.Him,2010 perjanjian kerja edisi revisi,Sinar Grafika, hal 7  
       12  vide pasal 52 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  
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Perjanjian kerja terdiri atas:13 
1. perjanjian kerja 
perjanjian kerja untuk kerja waktu tertentu yaitu perjanjian kerja antara 
pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja untuk mengadakan 
hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. 
Perjanian kerja waktu tertentu dapat dibuat bedasarkan waktu dan 
selesainya suatu pekerjaan tertentu 
2. perjanjian kerja waktu tertentu 
perjanjian kerja waktu tidak tertentu  yaitu perjanjian kerja antara pekerja 
atau buruh dengan pengusaha untuk mengeadakan hubungan kerja. 
Perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat untuk pekerjaan yang menurut 
jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan akan selesai dalam waktu tertentu, 
yaitu 
a. pekerjaan yang selesai atau sementara sifatnya, 
b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang 
tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun; 
c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau 
d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, 
atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. 
2.2 peraturan perusahaan 
 peaturan perusahaan adalah suatu peraturan yang dibuat oleh 
pemimpin perusahaan yang memuat ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat 
                                                          
      13 F.X. Djumialdji S.H., M.Him, Op.cit, hal 11  
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kerja yang berlaku pada perusahaan yang bersangkuatan.  Peraturan 
perusahaan diatur dalam bab  XI Undang-undang nomor 3 tahun 2003 jo. 
Keputusan meneteri tenaga kerja dan transmigrasi Nomor:KEP-48 
/MEN/IV/2004 tentang cara pembuatan dan pendaftaran perjanjian kerja 
bersama.14 Peraturan perusahaan sekurang-kurangnya memuat: 
1. hak dan kewajiban pengusaha 
2. hak dan kewajiban pekerja atau buruh 
3. syarat kerja  
yang dimaksud syarat kerja yaitu hak dan kewajiban pengusaha dan 
pekerja/buruh yang belum diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan 
4. syarat kerja tata tertib perusahaan 
5. jangka waktu berlakunya perusahaan 
 Masa berlakunya peraturan perusahan paling lama 2 (dua) tahun dan wajib 
diperbarui setelah habis masa berlakunya. Peraturan perusahaan berlau setelah 
disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. 
 Dalam hal perusahaan inigin merubah isi peraturan perusahaan dalam 
tenggang waktu masa berlakunya maka perubahan harus bedasarkan kesepakatan  
antara pengusaha dan serikat pekerja?serikat buruh dan atau wakil pekerja/buruh 
apabila di perusahaan tidak ada serikat pekerja/serikat buruh, 15 
2.3 Perjanjian kerja bersama 
                                                          
       14 F.X. Djumialdji S.H., M.Him, Op.cit, hal 59 
15 F.X. Djumialdji S.H., M.Him, Op.cit, hal 64 
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 Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil 
perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat 
pekerja/brurh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengsaha atau perkumpulan 
pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. 
Perjanjian kerja besama sekurang-kurangnya memuat:16 
1. nama, kedudukan, serta alamat serikat pekerja/buruh 
2. nama, kedudukan, serta alamat pengusaha 
3. nomor serta tanggal pencatatan serikat pekerja/buruhpada intansi yang 
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota 
4. hak dan kewajiban pengusaha 
5. hak dan kewajiban srikat pekerja/serikat buruh serta pekerja/buruh 
6. jagka waktu dsn mulai berlakunya perjanjian kerja bersama dan 
7. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kersa bersama 
 Apabila perjanjian kerja sama di tandatangani oleh wakilnya, maka harus 
ada surat kuasa khusu yang diampirkan pada perjanjian kerja bersama 
 
3. Hak dan kewajiban dalam hubungan ketenagakerjaan 
Adanya hubungan antara pekerja atau buruh dengan majikan berakibat timbulnya 
hak dan kewajiban. Menurut Darwin prints, yang dimaksud dengan hak disini 
                                                          
16 F.X. Djumialdji S.H., M.Him, Op.cit, hal 68 
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adalah sesuatu yang diberikan kepada sesorang sebagai akibat dari kedudukan atau 
setatus dari sesorang, sedangkan kewajiban adalah suatu prestasi bail berupa benda 
atau jasa yang harus dilakukan oleh sesorang karena atas kedudukan atau 
statusnya.17 Mengenai hak-hak pekerja atau buruh dapat diuraikan sebagai 
berikut: 
1. hak-hak untuk mendapatkan upah atau gaji (pasal 1602 KUHperdata , pasal 
88-97 Undang-undang Nomor 13 yahun 2003) 
2. ha katas pekerjaan dan penghasila yang layak (pasal 4 Undang-undang 
Nomor 13 yahun 2003 ) 
3. hak untuk memilih dan pindah pekerjaan yang sesuai bakat dan 
kemampuan(pasal 5 Undang-undang Nomor 13 yahun 2003) 
4. hak mendapatkan pembinaan keahlian untuk memperoleh serta menambah 
keahlian dan keterampilan (pasal 9-30 Undang-undang Nomor 13 yahun 
2003) 
5. hak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan, serta 
perlakuan sesuai dengan martabat manusia (pasal 86-87 Undang-undang 
Nomor 13 yahun 2003) 
6. hak mendirikan dan menjadi anggota perserikatan tenaga kerja (pasal 104 
Undang-undang Nomor 13 yahun 2003 jo. undang-undang no 21 tahun 
2000 tentang serikat pekerja dan buruh) 
7. hak istirahat tahunan (pasal 74 Undang-undang Nomor 13 yahun 2003) 
                                                          




8. hak katas upah penuh selama istirahat tahunan  (pasal 88-98 Undang-
undang Nomor 13 yahun 2003) 
9. hak untuk pembayaran penggantian istirahat tahunan (pasal 150-172  
Undang-undang Nomor 13 yahun 2003) 
10. hak untuk melakukan perundingan atau peneyelesaian perselisihan 
hubungan industrial (pasal 6-115 Undang-undang Nomor 13 yahun 2003) 
Disamping itu tenaga kerja mempunyai kewajiban sebagai berikut: 
1. wajib melakukan prestasi atau pekerjaan bagi majikan 
2. wajib memetuhi peraturan perusahaan 
3. wajib mematuhi perjanjian kerja  
4. wajib mematuhi perjanjian perburuhan 
5. wajib menjaga rahasia perusahaan 
6. wajib mematuhi peraturan majikan 
7. wajib mematuhi segala kewajiban selama izin belum diberikan dalam hal 
ada banding yang belum ada putusannya 
 Disamping hak dan kewajiban buruh atau pekerja terdapat hak dan 
kewajiban perusahaan atau pemeberi kerja, Hak pengusaha atau pemberi kerja  
adalah sesuatu yang harus diberikan  pada pengusaha sebaga konsekuensi adanya 
pekerja yang bekerja padanya atau karena kedudukanya sebagai pengusaha. 
Adapun hak-hak dari pengusaha sebagai berikut 
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1. berhak mendapatkan kewajiban buruh yaitu menyelesaikan pekerjaanya 
samapai tanggal yang diperjanjikan (pasal 162 Undang-undang Nomor 13 
yahun 2003) 
2. berhak memberhentikan atau memutuskan hubungan kerja buruh atau 
pekerja jika terkadi perubahan status kepemilikan perusahaan (pasal 163 
Undang-undang Nomor 13 yahun 2003) 
3. berhak memutuskan hubungan kerja jika dalam dua tahun terakhir 
perusahaan mengalami kerugian atau sedang melakukan efidiensi (pasal 
164 Undang-undang Nomor 13 yahun 2003) 
4. berhak memutuskan hubungan kerja dikarenakan perusahaan pailit dan 
memberikan uang pesangon sebesar satu kali (pasal 165 Undang-undang 
Nomor 13 yahun 2003) 
5. berhak meminta ganti rugi kepada pekerja atau buruh, bila terjadi 
kerusakan atau kerugian baik milik perusahaan maupun milik pihak ketiga 
oleh pekerja atau buruh karena kesengajaan atau kelalaian (pasal 23 ayat 
(1) peraturan pemerintah tahun 1981) 
6. berhak menjatuhkan denda atas pelanggaran sesuatu apabila itu diatur 
secara tegas dalam suatu perjanjian tertulis atau peraturan perusahaan ( 
pasal 20 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1981) 
7. berhak memperhitungkan upah dengan: 
a. denda, potongan dang anti rugi 
b. sewa rumah yang disediakan oleh pengusaha atau pemeberi kerja 
kepada pekerja atau buruh denngan perjanjian tertulis 
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c. uang muka atas upah, kelebihan yang telah dibayarkan dan cicilan 
hutang pekerja atau buruh terhadap pengusaha atau pemberi kerja, 
denga ketentuan harus ada bukti tertulis ( Pasal 24 ayat (1) 
peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 ) 
 pengusaha atau pemberi kerja juga memiliki kewajiban yang harus 
dipenuhi. Adapun kewajiban pengusaha atau pemeberik kerja adalah: 
1. memberika uang pengganti gaji untuk pekerja yang mengundurkan diri 
apabila ia sudah bekerja lama di perusahaan tersebut (pasal 162 Undang-
undang Nomor 13 yahun 2003) 
2. memberikan uang pengganti hak kepada buruh jika terjadi penggabungan 
perusahaan dan terjadi perubahan perusahaan dan kepemilikan perusahaan 
tersebut (pasal 163 Undang-undang Nomor 13 yahun 2003) 
3. memeberikan uang penghargaan atas kerja pekerja atau buruh (pasal 164 
Undang-undang Nomor 13 yahun 2003) 
4. memberikan tunjangan hari tua dan pembayaran premi pension kepada 
pekerja atau buruh yang tidak bias bekerja atau pension (Pasal 167 Undang-
undang Nomor 13 yahun 2003) 
5. menjaga atau melindungi keselamatan para pekerja atau buruh yang bekerja 
di perusahaan tersebut (Pasal 169 Undang-undang Nomor 13 yahun 2003) 
6. berkewajiabn memeberi pelatihan keterampilam bagi pekerja atau buruh 
(pasal 9-30 Undang-undang Nomor 13 yahun 2003) 
4. Jenis-Jenis tenaga kerja 
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 Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa 
tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 
menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun 
untuk masyarakat. Tenagaga kerja memiliki klasifikasi sebafai berikut:18 
1. Bedasarkan penduduknya 
a. Tenaga kerja 
Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat 
bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. 
Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja, mereka yang 
dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia 
antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun 
b. Bukan tenaga kerja  
Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan 
tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. Menurut 
Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003, mereka adalah 
penduduk di luar usia, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun 
dan berusia di atas 64 tahun. Contoh kelompok ini adalah para 
pensiunan, para lansia (lanjut usia) dan anak-anak. 
2. Bedasarkan batasan kerja 
a. angkatan kerja 
                                                          
        18 penegrtian tenaga kerja,  Wilkipedia.org.id, diakses tanggal 13 september 2017  
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Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 
tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak 
bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. 
b. Bukan angkatan kerja  
Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas 
yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan 
sebagainya. Contoh kelompok ini adalah: anak sekolah, mahasiswa 
para ibu rumah tangga dan orang cacat, dan 
para pengangguran sukarela 
3. Bedasarkan kualitasnya 
a. Tenaga kerja terdidik 
Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu 
keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah 
atau pendidikan formal dan nonformal. Contohnya: 
pengacara, dokter, guru, dan lain-lain.  
b. Tenaga kerja terlatih  
Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerjayang memiliki keahlian 
dalam bidang tertentudengan melalui pengalaman kerja. Tenaga 
kerja terampil ini dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga 
mampu menguasai pekerjaan tersebut. Contohnya: apoteker,ahli 
beda, mekanik, dan lain-lain. 
c. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih 
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Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja 
kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contoh: kuli, buruh 
angkut, pembantu rumah tangga, dan sebagainya 
4. bedasarkan waktu19 
a. pekerja tetap 
pekerja tetap merupakan pekerja yang yang telah memiliki kontrak 
ataupun perjanjian kerja dengan perusahaan dalam jangka waktu 
yang tidak ditetapkan (permanent). pekerja tetap biasanya 
cenderung memiliki hak yang jauh lebih besar dibandingkan dengan 
pekerja tidak tetap. Selain itu, pekerj tetap juga cenderung jauh lebih 
aman (dalam hal kepastian lapangan pekerjaan) dibandingkan 
dengan pekerja tidak tetap. 
b. Pekerja tidak tetap 
Karyawan tidak tetap merupakan pekerja yang hanya dipekerjakan 
ketika perusahaan membutuhkan tenaga kerja tambahan saja. 
pekerja tidak tetap biasanya dapat diberhentikan sewaktu-waktu 
oleh perusahaan ketika perusahaan sudah tidak membutuhkan 
tenaga tambahan lagi. Jika dibandingkan dengan pekerja tetap, 
pekerja tidak tetap cenderung memiliki hak yang jauh lebih sedikit 
dan juga cenderung sedikit tidak aman (dalam hal kepastian 
lapangan pekerjaan). 




5. Tinjauan umum tentang alih daya (outsorcing) 
5.1 istilah dan penegrtian 
 Istilah  Outsourcing  tidak  dipergunakan  dalam  Undang-undang. 
Outsourcing  merupakan  istilah  yang  digunakan  untuk  menggantikan  istilah  
alih daya. Dalam bidang ketenagakerjaan, outsourcing  diartikan sebagai 
pemanfaatan tenaga  kerja  untuk  memproduksi  atau  melaksanakan  suatu  
pekerjaan  oleh  suatu perusahaan,  melalui  perusahaan  penyedia/pengerah  tenaga  
kerja.20” Pasal  64 Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  
ketenagakerjaan  menyatakan bahwa  perusahaan  dapat  menyerahkan  sebagian  
pelaksanaan  pekerjaan  kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian 
pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja  yang  dibuat  secara  tertulis.  
Artinya  ada  perusahaan  lain  yang  melatih sumber  daya  manusia  dengan  
keterampilan-keterampilan  yang  nantinya  akan dipekerjaan  di  perusahaan  lain  
dengan  pekerja  tersebut  masih  berstatus  tenaga kerja  di  perusahaan  awal  
tersebut.   
 Perusahaan  lain  yang  mempekerjaan  tenaga kerja  dari  perusahaan  awal  
menggunakan  jasa  pekerja  tersebut  untuk  mengisi posisi  yang  telah  disediakan  
yang  tentunya  tidak  berhubungan  dengan  kegiatan inti  produksi.  
Karyawan/pekerja  outsourcing  adalah  karyawan  kontrak  yang disediakan dari 
                                                          
       20 Lalu Husni II, op. cit. h. 16 
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perusahaan jasa outsourcing untuk membantu pekerjaan-pekerjaan khusus yang tak 
berhubungan dengan pekerjaan inti.21 
jenis-jenis pekerjaan outsorcing 
 Outsourcingdalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia diartikansebagai 
pemborongan  pekerjaan  dan  penyediaan  jasa  tenaga  kerja  pengaturan  hukum 
outsourcing  /  alih  daya   di  Indonesia  diatur  dalam  Undang-  Undang  
Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 (pasal 64, 65 dan 66). Berdasarkan  Pasal  
1 pada  KEP.220/MEN/X/2004  tentang syarat-syarat  penyerahan  sebagian  
pelaksanaan  pekerjaan  kepada  perusahaan  lain  bahwa perusahaan 
outsourcing(perusahaan penerima pekerjaan) adalah perusahaan  yang menerima  
penyerahan  sebagian  pelaksanaan  pekerjaan  dari  perusahaan  pemberi pekerjaan. 
Ada 2 macam outsourcing/ alih daya yang dikenal, yaitu :22 
1. Outsourcing/ alih daya pekerjaan (business process)  
Pada  outsourcing/ alih daya  jenis ini,  yang diterapkan adalah perjanjian 
pemborongan  pekerjaan.  Perusahaan  pengguna  jasa  outsourcing  /  alih  
daya memberikan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan pokok kepada 
perusahaan lain (perusahaan pemborongan pekerjaan), sehingga dapat 
dikatakan  ada sebuahperusahaan  pemberi  kerja  dan  perusahaan  penerima  
kerja. Pelaksanaan outsourcing/ alih daya  jenis ini diatur dalam Pasal 1601 
huruf (b) KUHPerdata, yang berbunyi :  
                                                          
       21 Doni  Judian,  2014,  Tahukah  Anda  Tentang  Pekerja  Tetap,  Kontrak,  Freelance,  
Outsourcing, Dunia Cerdas, Jakarta, h. 143. 
       22 Suhardi,2006 Perlindungan Hukum Bagi Para Pekerja Outsourcing, Yogyakarta :Universitas  
Atmaja,  hal.15 
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“Adanya perjanjian, dengan mana pihak yang satu, sipemborong 
mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang 
lain yaitu pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga 
yangditentukan.”  
2. Outsourcing/ alih daya pekerja (personel)  
Pada  outsourcing  /  alih  daya  pekerja  tidak  dapat  diterapkan  perjanjian  
pemborongan  kerja  karena  yang  dialihkan  adalah  tugas  tenaga  kerjanya.  
Maksudnya bagian fungsi-fungsi tertentu dari perusahaan dikerjakan oleh 
pekerja dari  luar  perusahaan  dimana  pekerja  tersebut  terikat  hubungan  
kerja  dengan perusahaan  outsourcing /  alih  daya  yang  kegiatan  usahanya  
adalah  perjanjian penyedia  jasa  pekerja.  Oleh  karena  itu,  perjanjian  
yang  diterapkan  adalah perjanjian penyedia jasa pekerja. Pada  
outsourcing/ alih daya  jenis ini, biasanya yang dialihkan  adalah tugas 
pekerja pada satuan  tertentu misalnya pengamanan, cleaning service. 
Dengan demikian unuk bagian fungsi satuan tertentu dikerjakan oleh 
pekerja yang berasal dari perusahaan penyedia jasa, di mana pekerja 
tersebut terikat oleh hubungan kerja dengan perusahaan penyedia jasa 
pekerja tersebut 
B. Upah 
 Bedasarkan ketetuan pasal 1 angka 30 undang-undang nomor 13 tahun 
2003, upah adalah hak pekerja atau buruh yang dietrima dan dinyatakan dalam 
bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemeberi kerja pada pekerja atau 
buruh yang ditetapkan dan dibayarkan meneurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan 
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atu peraturan peundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dn 
keluarga atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, oleh 
karena itu sebaiknya para pengusaha selain dapat memberikan upah yang layak 
kepada pekerja dan keluarganya, juga harus memberikan tunjangan keluarga. 
 bedasarkan ketentuan pasal 1 angka 31 undang-undang nomor 13 tahun 
2003 disebutkan bahwa kesehjahteraan pekerja atau buruh adalah suatu pemenuhan 
kebutuhan dan/atau keperluan yang besifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam 
maupun diluar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat 
mempertinggi produktivitas kerja dan lingkungan kerja yang aman dan sehat 
Bedasarkan pasal 88 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang nomor 13 tahun 
2003, dijeaskan bahwa setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan 
yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, untuk mewujdkan 
penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan .23 maksud 
dari penghidupan yang layak dimana jumlah pendapatan pekerja atau buruh dari 
hasil pekerjaannya mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan 
keluargannya secara wajar, yag meliputi makanan, minuman,sandang, perumahan, 
pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua. 24 
B.1 Unsur-unsur yang mempengaruhi pembayaran upah 
  Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memnuhi 
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, oleh karena itu, pengusaha dilarang 
                                                          
23 Asri Wijayanti, S.H.,M.H., hukum ketenagakerjaan pasca reformasi, Sinar Grafika, Hal-108 
24 Op. cit, hal-74 
29 
 
membayar upah lebih rendah dari upah minimum, bagi perusahan yan tidak 
membayar upah minimum dapat dilakukan penangguhan. Penangguahan 
pelakasanaan upah minimum bagi perusahaan yang tidak mampu dimaksud untuk 
membebaskan perusahaan yang bersangkutan dari pelaksanaan upah minimum 
yang berlaku dalam kurun waktu yang tertentu, apabila penangguhan berakhir, 
perusahaan wajib melaksanakan upah minimum yang berlaku pada saat itu, tetapi 
tidak membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu 
diberikan penangguhan. 
 Dalam pasal 93 undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang 
ketenagakerjaan ada ketentuan sebagai berikut “upah tidak dibayar apabila pekerja 
atau buruh tidak melakukan pekerjaannya”. Ketentuan ini merupakan asas yang 
pada dasarnya berlaku untuk semua pekerja atau buruh, keculai apabila pekerja atau 
buruh yang bersangkutan tidak dapat melakukan pekerjaan bukan karena 
keslahannya sendiri. 
 Asas ini sering disebut dengan no work no pay atau tidak bekerja tidak 
dibayar, 25namun asas ini tidak berlaku mutlak. Artinya, walaupun tidak berkerja, 
pekerja/buruh mendapatkan upah dan pengusaha wajib membayar upah apabila 
terjadi hal sebagai berikut 
1. Pekerja atau buruh sakit sehingga yang tidak dapat melakukan pekerjaan. 
Yang dimaksud pekerja atau buruh sakit ialah sakit meneurut keterangan 
dokter 
                                                          




2. Pekerja atau buruh perempuan yang sakir pada hari pertama dan kedua masa 
haidnya sehingga tidak melakukan pekerjaannya 
3. Pekerja atau buruh tidak masuk kerja karena pekerja atau buruh menikah, 
menikahkan, mengkhitankan, membaptis anaknya, istri melahirkan atau 
keguguran kandungan, suami atau istri atau anak, atau menantu atau orang 
tua atau mertua anggota keluarga dalam satu rumah meniggal 
4. Pekrja atau buruh tidak dapat melaksanakan pekerjaannya karena sedang 
menjalankan kewajiban terhadap Negara,  menjalankan kewajiban Negara 
yang diatur dalam undang-undang, pembayaran upah kepada pekerja upah 
buruh yang menjalankan kewajiban terhadap Negara dilaksanakan apabila. 
a. Negara tidak melakukan pemabayaran, atau 
b. Negara membayar kurang dari upah biasanya diterima oleh pekerja 
atau buruh, dalam hal ini pengusaha wajib membayar 
kekurangannya 
5. Pekerja atau buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena 
menjalankan ibadahnya yang diperintahkan agamnya, yang diatur dengan 
peraturan perundang-undangan 
6. Pekerja atau bruruh bersedia melakukan pekerjan yang telah dijanjikan 
tetapi perusahaan tidak mempekerjakannya, baik kesalahannya sendiri 
maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha 
7. Pekerja atau buruh melaksanakan hak istirahat 
8. Pekerja atau buruh melaksanakan tugas serikat pekerja atau serikat buruh 
atas persetujuan pengusaha 
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9. Pekerja atau buruh melaksanaka tugas pendidikan dari perusahaan  
B.2 Sistem pengupahan  
menurut cara menetapkan upah, terdapat berbagai sistem pengupahan antara lain 
sebagai berikut:26 
1. sistem upah jagka waktu 
menurut sistem ini jangka waktu pengupahan ditentukan meneurut buruh 
melakukan pekerjaan, untuk tiap jam diberi upah perjam, untuk tiap hari 
diberi upah perhari, untuk tiap minggu diberi upah mingguan, untuk tiap 
bulan diberi upah bulanan dan seterusnya. dalam sistem ini buruh neberima 
upah yang tetap karena untuk waktu-waktu tertentu buruh buruh atau 
pekerja akan mendapatkan upah tertentu, buruh pekerja tidak usah 
melakukan pekerjaan secara tergesa-gesa untuk mengejar hasil yang 
sebanyak-banyaknya, denagn demikian buruh atau pekerja diharapkan agar 
dapat bekerja dengan baik dan teliti. 
2. sistem upah potongan 
sistem upah potongan sering digunakan utuk menggantikan sistem upah 
jangka waktu misalnya jumlah banyaknya, jumlah luasnya dari apa yang 
dikerjakan, maka sistem pengupahan ini tidak dapat digunakan untuk semua 
perusahaan. sistem upah potongan mempunyai beberapa manfaat yaitu 
buruh atau pekerja mendapat dorongan untuk bekerja lebih giat, karena 
makin banyaj menghasilkan, maka makin banyak upah yang akan 
                                                          
26 saputro eko adji. Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Bidang Pengupahan di Kabupaten 
Semarang, hasil skripsi, semarang 
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diterimanya dan produktivitas buruh atau pekerja dinaikan setinggi-
tingginya serta barang modal seperti alat dan sebagainya, digunakan secara 
insentif, sedangkan kelemahansistem ini adalah kegiatan buruh atau pekerja 
yang berlebihan, kurang mengindahkan tindakan untuk menjaga 
keselamatan dan kesehatannya, kurang teliti menegerjakan sesuatu, upah 
tidak tetap. 
3. sistem upah gabungan 
sistem ini merupakan gabungan dari sistem upah potongan dan sistem upah 
jangka waktu, dalam sistem ini ditentukan upah minimum, untuk jangka 
waktu tertentu misalnya upah minimum sehari, jumlah banyaknya hasil 
yang sedikitnya untuk pekerjaan sehari, jika pada suatu hari buruh atau 
pekerja hanya menghasikan jumlah yang minimum ataupun kurang dari 
minimum buruh atau pekerja tetap akan menerima upah minimum sehari 
itu. jika buruh atau pekerja menghasilkan lebih banyak dari upah minimum, 
buruh atau pekerja menerima upah menurut banyaknya hasil pekerjaan itu. 
4. sistem upah permufakatan 
sistem ini pada dasarnya upah potongan yaitu upah hasil pkekerjaan 
tertentu. misalnya pekerjaan pembuatan jalan, pekerjaan membongkar dan 
memuat barang, akan tetapi upah yang diberikan kepada sekumpulan buruh 
yang bersama-sama melakukan pekerjaan itu 
5. sistem sekala berubah 
sistem ini pada dasarnya terdapat pertalian anatara upah dengan harga 
penjualan hasil perusahaan.caranya pengupahan ini dapat dijalankan oleh 
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perusahaan yang harga barang hasilnya tergantung dari pasaran luar negeri. 
upah akan naik turun menururt hasil penjualan barang perusahaan 
 
6. sistem pembagian keuntungan 
disamping upah yang diterima buruh atau pekerja pada waktu tertentu, pada 
penutupan tahun buku bla majikan mendapatkan keuntungan yang cukup 
besar, kepada buruh diberikan sebagaian dari keuntungan. sistem ini 
biasanya tidak disukai oleh majikan. 
C. Hak-hak tenaga kerja perempuan menurut undang-undang nomor 13 
tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 
 Bedasarkan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, 
hak-hak pekerja perempua dbidang reproduksi adalah sebagai beriku 
1. Cuti Hamil dan Melahirkan 
 Undang-undang No. 13 Tahun 2003, khususnya pasal 82 mengatur 
hakcuti hamil dan cuti melahirkan yang dimiliki oleh pekerja wanita. 
Undang-undangtersebut mengatur bahwa pekerja wanita memiliki hak 
memperoleh istirahatselama 1,5 bulan sebelum melahirkan anak dan 1,5 
bulan setelah melahirkan.Pekerja wanita sebaiknya memberitahu pihak 
manajemen perusahaan baik secaralisan maupun secara tertulis 
maksimal 1,5 bulan sebelum perkiraan kelahiran.Setelah melahirkan 
keluarga pekerja wanita juga wajib memberitahukan kelahirananaknya 
dalam tempo tujuh hari setelah kelahiran. Pekerja wanita juga wajib 
34 
 
memberikan bukti kelahiran dari rumah sakit atau akta kelahiran dalam 
tempo enam bulan setelah melahirkan. 
2. Cuti Keguguran 
Pekerja wanita yang mengalami keguguran kandungan juga memiliki 
hakcuti melahirkan selama 1,5 bulan atau sesuai dengan surat 
keterangan dokterkandungan atau bidan. Dalam pasal 82 ayat 2 Undang-
undang No. 13 Tahun 2003 bahwa pekerja wanita yang mengalami 
keguguran kandungan berhakmemperoleh istirahat 1,5 bulan atau sesuai 
dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan yang menangani 
kasus keguguran tersebut. Seperti saat melahirkan, seorang pekerja pria 
juga memiliki hak cuti selama 2 hari ketika istrinya mengalami 
keguguran. 
3. Biaya Persalinan untuk Pekerja Wanita 
Mengenai biaya persalinan, Undang-undang No.3 Tahun 1992 tentang 
Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan PP No. 14 Tahun 1993 tentang 
Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja telah mengatur  
mempekerjakan lebih dari 10 tenaga kerja atau membayar upah paling 
sedikit Rp. 1.000.000,- sebulan wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya 
dalam program jaminan sosial tenaga kerja yang diselenggarakan oleh 
PT PerseroJamsostek. Salah satu program Jamsostek adalah jaminan 
pemeliharaan kesehatan yang mencakup biaya pemeriksaan kehamilan 
dan biaya persalinan. Biaya ini diberikan maksimal untuk persalinan 
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ketiga dan besarnya bantuan biaya tersebut maksimal Rp. 500.000,- 
untuk persalinan normal. 
4. Hak Menyusui dan/atau Memerah ASI 
Setelah melahirkan, seorang pekerja wanita harus menyusui anaknya. 
diatur dalam undang-undang internasional dan nasional. Pasal 83 
Undang-undang No. 13 Tahun 2003 mengatur bahwa pekerja wanita 
yang masih menyusuianaknya harus diberi kesempatan, minimal diberi 
waktu untuk memerah ASI padawaktu jam kerja. Dalam hal ini 
seharusnya setiap perusahaan menyediakanruangan untuk memerah 
ASI. Pasal 10 Konvensi ILO No. 183 Tahun 2000mengatur lebih detail 
bahwa pekerja wanita yang menyusui memiliki hak untuksatu atau lebih 
jeda di antara waktu kerja atau pengurangan jam kerja setiapharinya 
untuk menyusui bayinya atau memerah ASI. Sesuai rekomendasi 
WHO,masa menyusui tersebut sekurang-kurangnya selama 2 tahun. 
5. Hak mendapatkan fasilitas khusus Seperti yang tercantum dalam pasal 
76 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003,Pekerja wanita yang bekerja antara 
pukul 23.00 s.d 07.00 berhak :Mendapatkan makanan dan minuman 
bergizi, 
Terjaga kesusilaan dan keamanan selama ditempat kerja,Selain itu 
Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput 
bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulanag bekerja 
antara pukul 23.00sampai dengan pukul 05.00.  
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6. Larangan PHK terhadap pekerja perempuan Dalam Peraturan Menteri 
Tenaga Kerja No. Permen 03/Men/1989 mengaturlarangan PHK 
terhadap pekerja perempuan dengan alasan berikut: 
a. Pekerja perempuan menikah 
b. Pekerja perempuan sedang hamil 
c. Pekerja perempuan melahirkan 
Larangan tersebut merupakan bentuk perlindungan bagi pekerja wanita 
sesuaikodrat, harkat dan martabatnya dan merupakan konsekuensi logis 
dengandiratifikasinya konvensi ILO No. 100 dan Nomor 111 tentang 
diskriminasi.27 
D. Hubungan para pihak dalam utsorcing 
1. Perusahaan penyedia tenaga kerja 
 Hubungan kerjasama antara perusahaan Outsourcing dengan perusahaan 
pengguna jasa, Outsourcing tentunya diikat dengan suatu perjanjian tertulis. 
Perjanjian dalam Outsourcing (Alih Daya) dapat berbentuk perjanjian 
pemborongan pekerjaan atau perjanjian penyediaan jasapekerja/buruh. 
Perjanjian-perjanjian (kontrak) yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi 
syarat sah perjanjian seperti yang tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata, 
yaitu: 
1. Sepakat, bagi para pihak. 
                                                          
       27 Editus Adisu & Libertus Jehani, Hak-hak Pekerja Perempuan, cetakan kedua, Visi Media, 
Jakarta, 2007, hlm. 33 
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2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan. 
3. Suatu hal tertentu. 
4. Sebab yang halal. 
 Perjanjian dalam Outsourcing (Alih Daya) juga tidak semata-mata 
hanya mendasarkan pada asas kebebasan berkontrak sesuai pasal 1338 KUH 
Perdata, namun juga harus memenuhi ketentuan ketenagakerjaan, yaitu UU 
No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam penyediaan jasa pekerja, 
ada 2 tahapan perjanjian yang dilalui yaitu: 
1. Perjanjian antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan 
penyedia pekerja/buruh. Perusahaan dapat menyerahkan sebagian 
pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan 
pekerjaan atau perjanjian penyediaan jasa pekerjayang dibuat secara 
tertulis. Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lainharus 
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (pasal 65 ayat 2,UU No.13 
tahun 2003): 
a. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan Utama. 
b. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari 
pemberi pekerjaan. 
c. Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan.  
d. Tidak menghambat proses produksi secara langsung. 
2. Perjanjian perusahaan penyedia pekerja/buruh dengan karyawan. 
Penyediaan jasa pekerja atau buruh untuk kegiatan penunjang 
perusahaan hatus memenuhi syarat sebagai berikut: 
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a. Adanya hubungan kerja antara pekerja atau buruh dan 
perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh. 
b. Perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja adalah 
perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi 
persyaratan dan atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang 
dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua pihak. 
c. Perlindungan usaha dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja 
maupun perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab 
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.  
 
 Dengan adanya 2 (dua) perjanjian tersebut maka walaupun karyawan 
sehari-hari bekerja di perusahaan pemberi pekerjaan namun ia tetap berstatus 
sebagai karyawan perusahaan penyedia pekerja. Pemenuhan hak-hak karyawan 
seperti perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta 
perselisihan yang timbul tetap merupakan tanggung jawab perusahaan penyedia 
jasa pekerja.28 
B.   Perusahaan pemberi kerja 
 Perusahaan  dapat  menyerahkan  sebagian  pelaksanaan  pekerjaan  
kepada perusahaan  lain  melalui  pemborongan  pekerjaan.  Perjanjian  
pemboronganpekerjaan  dapat  dilakukan  dengan  perusahaan  yang  berbadan  
                                                          
       28 Attar asmawan (et.al.). 2014. Implementasi sistem outsorcing dalam perusahaan. Istitut 
Pertanian Bogor, Bogor hal 7 
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hukum,  dengan syarat (Pasal 65 ayat (2) undang-undang Nomor 13 Tahun 
2013) : 
1. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama; 
2. Dilakukan  dengan  perintah  langsung  atau  tidak  langsung  dari  
pemberi perusahaan; 
3. Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan, dan; 
4. Tidak menghambat proses produksi secara langsung. 
 Dalam  penyediaan dan pengelolaan pekerja pada bidang-bidang 
tertentu yang ditempatkan dan bekerja pada perusahaan pengguna Outsourcing. 
Karyawan Outsourcing menandatandatangani perjanjian kerja dengan 
perusahaan Outsourcing sebagai dasar hubungan ketenagakerjaannya. Dalam 
perjanjian kerja tersebut disebutkan bahwa karyawan ditempatkan dan bekerja 
di perusahaan pengguna Outsourcing 
Pekerja Outsorcing 
 pekerja  outsourcing  adalah  setiap  orang  yang bekerja pada perusahaan 
penyedia tenaga outsourcing dengan menerima upah atau imbalan  yang  
kemudian  oleh  perusahaan  penyedia  tenaga  outsourcing  tersebut dialihkan 
kepada perusahaan pemberi kerja dengan perjanjian tertulis.Karyawan 
Outsourcing menandatandatangani perjanjian kerja dengan perusahaan 
Outsourcing sebagai dasar hubungan ketenagakerjaannya. Perjanjian kerja 
antara karyawan dengan perusahaan Outsourcing (Alih Daya) dapat berupa 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maupun Perjanjian Kerja Waktu 
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Tidak Tertentu (PKWTT) (pasal 56-60 UU No.13 tahun 2003,”hukum 
Ketenagakerjaan”). Dalam perjanjian kerja tersebut disebutkan bahwa 
karyawan ditempatkan dan bekerja di perusahaan pengguna Outsourcing. Hal 
yang mendasari mengapa karyawan outsourcing harus tunduk pada peraturan 
perusahaan pemberi kerja adalah:29 
1. Karyawan tersebut bekerja di tempat/lokasi perusahaan pemberi kerja. 
2. Standard Operational Procedures (SOP) atau aturan kerja perusahaan 
pemberi kerja harus dilaksanakan oleh karyawan, dimana semua hal itu 
tercantum dalam peraturan perusahaan pemberi kerja.  
3. Bukti tunduknya karyawan adalah pada Memorandum of 
Understanding (MoU) antara perusahaan Outsource dengan perusahaan 
pemberi kerja, dalam hal yang menyangkut norma-norma kerja, waktu 
kerja dan aturan kerja. Untuk benefit dan tunjangan biasanya 
menginduk perusahaan Outsource. 
E. Tinjauan tentang efektifitas hukum 
 Penerapan norma hukum dalam kehidupan sehari-hari adalah tanggung 
jawab setiap warga Negara. Sebagai warga Negara yang tinggal di Negara 
hukum, kita harus menyadarai pentingnya hukum sebagai pedoman dalam 
lingkungan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketentuan norma hukum 
dan norma lainnya harus diterampkan dalam berbagai kehidupan sehari -hari. 
                                                          
       29 Attar asmawan (et.al.). 2014, op.cit, hal 9 
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 Teori efektivitas hukum dikemukakan oleh Bronislaw Malinowski dan 
Soerjono Soekanto. Bronislaw Malinowski (1884-1942) menyajikan teori 
efektivitas pengendalian sosial atau hukum. Bronislaw Malinowski menyajikan 
teori efektivitas hukum dengan menganalisis tiga masalah yang meliputi:  
1. Dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain 
oleh suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa, yaitu hukum, 
untuk melaksanakannya hukum didukung oleh suatu sistem alat-alat 
kekuasaan (kepolisian, pengadilan dan sebagainya) yang diorganisasi oleh 
suatu negara.  
2. Dalam masyarakat primitif alat-alat kekuasaan serupa itu kadangkadang 
tidak ada.  
3. Dengan demikian apakah dalam masyarakat primitif tidak ada hukum.30 
 Bronislaw Malinowski menganalisis efektivitas hukum dalam masyarakat. 
Masyarakat dapat dibedakan menjadi 2 yaitu masyarakat modern dan masyarakat 
primitif. Masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya 
berdasarkan pasar secara luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian 
teknologi canggih. Dalam masyarakat modern, hukum yang dibuat dan ditetapkan 
oleh pejabat yang berwenang itu ditegakkan oleh kepolisian, pengadilan dan 
sebagainya, sedang masyarakat primitif merupakan masyarakat yang mempunyai 
sistem ekonomi yang sederhana dan dalam masyarakat primitif tidak mengenal alat-
alat kekuasaan.  
                                                          
30.Koentjaraningrat dalam H. Halim HS, Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada 
Penelitian Tesis dan Disertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 305  
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 Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana 
suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika 
terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya 
dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku 
hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum 
tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. 
Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat 
dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya 
dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.31   
 Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja 
hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap 
hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum 
tersebut dapat berfungsi dengan sebaikbaiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu 
peraturan perundangundangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. 
Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga 
masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau 
peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka 
efektivitas hukum atau peraturan perundangundangan tersebut telah dicapai.  
                                                          
31 Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, (Bandung : CV. Ramadja Karya, 
1988), hal 80.  
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Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau 
tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :32  
1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).  
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 
menerapkan hukum.  
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.  
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 
diterapkan.  
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.   
 Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena 
merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada 
efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat 
berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari 
aturan hukum itu sendiri.   
 Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut 
relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa 
faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak 
pada sikap mental aparatur penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat 
hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering 
                                                          
32 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta : PT. Raja 
Grafindo Persada, 2008), hal. 8.  
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diabaikan.33 Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama 
adalah :34  
1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah 
cukup sistematis.  
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah 
cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.  
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-
bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.  
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan 
yuridis yang ada.    
 Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum 
tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya 
aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan 
baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional 
dan mempunyai mental yang baik. Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah 
yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan 
tergantung pada hal berikut :35 
1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada. 
2. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.  
                                                          
33 Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia &Penegakan Hukum, (Bandung : 
Mandar Maju, 2001), hal. 55.  




3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada 
masyarakat.  
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang 
diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada 
wewenangnya.   
 Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan 
prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan 
prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai 
alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana 
yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan 
efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana. Prasarana tersebut harus secara 
jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran 
tugastugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut 
adalah : 
1. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.  
2. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka 
waktu pengadaannya.  
3. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.  
4. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.  
5. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.  




Ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi 
masyarakat, yaitu:   
1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan 
yang baik.  
2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan 
sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.  
3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau 
aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.   
 Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan 
kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. 
Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari 
komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin 
ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, 
derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif 
atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut 
dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi 
internal maupun eksternal.  
 Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat 
positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan 
yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang 
bersifat positif. Dorongan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya 
rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. 
Dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang 
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mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada 
hukum. Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan 
menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau punishment yang 
menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum 
daripada melakukan pelanggaran. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau 
hanya temporer. 
